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pendahuluan 

Penatausahaan dokumen pengelolaan keuangan di pemerintah daerah mencakup serangkaian proses 
untuk mengelola, menyimpan, dan mengamankan arsip terkait keuangan negara, mulai dari 
perencanaan hingga pelaporan. 
 
Tujuan Penatausahaan Dokumen: 
● Transparansi dan Akuntabilitas: tata kelola arsip yang baik memungkinkan  pemerintah untuk memberikan 

informasi keuangan yang akurat dan mudah diakses oleh publik, sehingga meningkatkan kepercayaan 
terhadap pemerintah 

● Efisiensi: pengelolaan arsip yang terstruktur memudahkan pencarian informasi, mempercepat proses 
pengambilan keputusan, dan mengurangi biaya operasional 

● Kepatuhan Hukum: tata kelola arsip yang baik memastikan bahwa pemerintah mematuhi peraturan 
perundnag-undangan terkait pengelolaan keuangan negaran dan arsip 

● Pelestarian Informasi: arsip keuangan yang terdokumentasi dengan baik menjadi sumber informasi yang 
berharga untuk kepentingan penelitian, audit, dan pengambilan keputusan di masa depan 

● Memudahkan Proses Audit dan Pertanggungjawaban: dokumen yang lengkap dan terorganisir memudahkan 
proses audit keuangan dan  pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada masyarakat 

 



● Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 
● Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 

2009 tentang Kearsipan 
● Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pedoman Retensi 

Arsip Keuangan  
● Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2016 tentang Pedoman 

Penyusutan Arsip 
● Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Jadwal Retensi Arsip 
● Peraturan  Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan 

Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah 

Dasar hukum 



Unsur-unsur penatausahaan dokumen keuangan 

● Perencanaan Arsip: 
Meliputi identifikasi jenis arsip keuangan yang perlu dikelola, penetapan retensi arsip (jangka waktu 
penyimpanan) dan klasifikasi arsip. 

● Penciptaan dan Penerimaan Arsip: 
Arsip keuangan tercipta dari berbagai transaksi keuangan dan perlu dicatat serta didokumentasikan 
dengan baik 

● Pengolahan Arsip: 
Meliputi pengelompokan, pengkodean, penyimpanan dan penataan arsip sesuai dengan sistem yang telah 
ditetapkan 

● Penyusutan Arsip: 
Meliputi pemindahan arsip inaktif ke unit kearsipan, pemusnahan arsip yang sudah tidak bernilai guna, 
dan penyerahan arsip statis ke lembaga kearsipan 

● Penggunaan dan Pemanfaatan Arsip: 
Arsip keuangan digunakan untuk berbagai keperluan, seperti audit penelitian dan pengambilan keputusan 

● Pengawasan dan Evaluasi: 
Kegiatan pengawasan dan evaluasi dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa tata kelola arsip 
keuangan berjalan efektif dan efisien. 



02 

01 Berdasarkan fungsi 03 
• Arsip Aktif: arsip dengan frekuensi 

penggunaan yang tinggi dan terus menerus 
• Arsip Vital: arsip dengan keberadaannya 

yang merupakan persyaratan dasar bagi 
keberlangsungan operasional pencipta arsip 
dan tidak dapat diperbaharui serta tidak 
tergantikan apabila rusak dan hilang 

• Arsip inaktif: arsip yang frekuensi 
penggunaannya telah menurun 
 

• Arsip Kepegawaian 
• Arsip Keuangan 
• Arsip Pemasaran 

Jenis-jenis arsip 

Berdasarkan subjek 

Berdasarkan kepentingan 

• Arsip Tidak Berguna 
• Arsip Berguna 
• Arsip Penting 
• Arsip Vital 
• Arsip Terjaga 

04 Berdasarkan keaslian 
• Asli 
• Tembusan 
• Salinan 
• Petikan 

05 Berdasarkan kekuatan hukum 
• Arsip Otentik 
• Arsip Tidak Otentik 



Jenis Arsip 
Keuangan pada 
Pemerintah 
Daerah 

1. Rencana Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan 
(APBD-P) 

2. Penyusunan Anggaran 

3. Pelaksanaan Anggaran 

4. Bantuan/Pinjaman Luar Negeri 

5. Pengelolaan APBD/Dana Pinjaman/Hibah 
Luar Negeri (PHLN) 

6. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) 

7. Penyaluran Anggaran Tugas Pembantuan 

8. Penerimaan Anggaran Tugas Pembantuan 

9. Pengelolaan Anggaran Pemilu 

10. Pelaksanaan Anggaran Pilkadan dan 
Anggaran Biaya Bantuan Pemilu 

11. Pelaksanaan Anggaran Operasional Pemilu 

12. Pemerintahan Desa (bagi pemerintah daerah 
kabupaten) 

13. Pemeriksaan/Pengawasan Keuangan Daerah 

 



Retensi 
Arsip 



Retensi Arsip adalah jangka waktu penyimpanan yang wajib dilakukan terhadap suatu jenis arsip. 
Retensi Arsip dilakukan berdasarkan Jadwal Retensi Arsip, yang diatur dengan Peraturan Arsip 
Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Jadwal Retensi Arsip. Jadwal Retensi 
Arsip (JRA) berisi sekurang-kurangnya jangka waktu penyimpanan atau retensi, jenis arsip, dan 
keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan suatu jenis arsip yang dimusnahkan, 
dinilai kembali, atau dipermanenkan yang dipergunakan sebagai pedoman penyusutan dan 
penyelamatan arsip. 
Dalam menetapkan JRA keuangan, pemerintah daerah harus menetapkan retensi tidak kurang 
dari batas jangka waktu penyimpanan sesuai dengan pedoman retensi dan menetapkan 
rekomendasi sesuai dengan pedoman retensi. 

Definisi 
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